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REVITALISASI FUNGSI CAMAT  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  

DI KOTA MAKASSAR 
 

Mursalim1 dan  Faisal Alwi2 
 

1Mursalim adalah Staf Pengajar Universitas Muslim Indonesia, Makassar 
Email : mursalim@upri.ac.id 

2Faisal Alwi adalah Mahasiswa Program Doktoral Universitas Muslim Indonesia, 
Makassar 

email : ichal.justicia@gmail.com 

 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana 
pentingnya revitalisasi fungsi camat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menghambat revitalisasi fungsi camat.  Penelitian dilaksanakan di Kota 
Makassar, yang menjadi unit analisis adalah instansi kantor camat. Data 
penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Data 
yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ketiga fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1) 
fungsi camat dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, 
2) penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 
3) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan. 
Ketiga aspek tersebut perlu atau penting dilakukan revitalisasi. Namun, 
yang mendesak di revitalisasi adalah penyerahan kewenangan kepada 
camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Orisinalitas: Faktor yang 
menjadi penghambat dalam melakukan revitalisasi fungsi camat terdiri 
atas faktor internal dan eksternal. Meliputi kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas 
komunikasi, dukungan anggaran, dan ketersediaan perangkat 
peraturan. 
 
Keywords: Revitalisasi, Fungsi Camat, Pemerintahan. 
 
PENDAHULUAN 

Kebijaksanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah merupakan strategi baru dalam pelaksanaan 
pemerintahan di Indonesia yang menjadikan pemberdayaan sebagai misi utama 
pemerintahan dan mendudukkan tugas pemerintahan itu di atas landasan 
pelayanan serta semakin mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. 
Perubahan undang-undang tersebut merupakan upaya rakyat mengembalikan 
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fungsi organisasi publik yang selama ini berdiri diposisikan untuk melayani 
kekuasaan daripada costumernya yakni rakyat (Dwijowijoto, 2001:54). 

Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah diperlukan perubahan struktur 
dan peranan organisasi pemerintah di daerah mutlak dilakukan. Peluang untuk 
melakukan restrukturisasi organisasi pemerintah tersebut sekarang ini sudah ada 
melalui PP. Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 
Melalui peraturan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun 
perangkat-perangkat organisasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah 
setempat, dalam art! organisasi daerah yang dapat memahami kepentingan 
masyarakat, sehingga fungsi perangkat daerah bisa dioptimalkan. 

Salah satu perangkat daerah yang ada di kabupaten/kota adalah kecamatan 
atau kantor Camat. Institusi ini dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah 
merupakan ujung tombak pemerintah daerah yang membawahi kelurahan dan 
desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan 
pembangunan. 

Institusi kecamatan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian 
wewenang dari Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah. Kewenangan yang dimiliki Camat selaku kepala kecamatan adalah 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
Daerah di Kecamatan di bidang pelaksanaan tugas pemerintahan umum serta 
tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Tugas-tugas pemerintahan umum yang 
dilaksanakan oleh kecamatan adalah bersifat koordinatif, dan melakukan 
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Sedangkan 
fungsi yang dilaksanakan adalah perumusan kebijakan teknis dan pelayanan 
penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan (PP No. 18 Tahun 
2016). 

Pelaksanaan tugas dan fungsi camat di Kota Makassar telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar (Perda Makasar  No. 29 Tahun 2005). Dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kerangka otonomi daerah masih dijumpai 
beberapa kelemahan. Kelemahan yang ada terindikasi pada belum tegasnya 
peraturan berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dan masih adanya kerancuan 
tugas sehingga pelaksanaan tugas Camat kurang optimal. 

Mengingat perkembangan dan kemajuan Kota Makassar akhir-akhir sangat 
pesat sehingga berdampak pada berbagai problem sosial kemasyarakatan yang 
timbul di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu melalui revitalisasi fungsi 
Camat di Kota Makassar menjadi penting dilaksanakan, supaya peran dan fungsi 
camat lebih luas untuk menangani berbagai problem yang ada. 

Revitalisasi fungsi camat dianggap penting pada daerah metropolitan  
seperti  Kota Makassar,  hal  itu  dimaksudkan  supaya beberapa urusan 
pemerintahan yang selama ini ditangani langsung oleh Walikota dapat 
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didelegasikan kepada Camat. Sehingga dapat mengurangi beban kerja Walikota 
dan kepemimpinan Walikota dapat lebih optimal pada kegiatan-kegiatan 
pengambilan kebijakan strategis. 

Kelemahan dalam pelaksanaan fungsi Camat di Kota Makassar terdapat 
pada pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan belum optimal, hal 
itu ditunjukkan pada peran pimpinan kecamatan dalam pelaksanaan 
pembangunan di wilayahnya masih kurang. Selain itu tugas dan fungsi camat yang 
dilaksanakan selama ini masih sangat bergantung pada instruksi atau perintah 
dan" Walikota, sehingga kondisi tersebut menyebabkan aparat pemerintah di 
kantor kecamatan tidak dapat berkreasi dalam menyelenggarakan tugas-tugas 
pemerintahan maupun tugas pelayanan secara efisien, efektif dan responsive. 

Ada dua masalah pokok yang diangkat dalam kajian ini adalah untuk 
melihat sejauhmana revitalisasi fungsi camat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, dan faktor-faktor yang menghambat revitalisasi fungsi 
camat tersebut. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran 

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan 
untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain 
dengan masyarakat. Penelitian ini bersifat survei yang menggunakan data 
gabungan (kontingensi) data kualitatif dan kuantitatif. 
Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan di 
Makassar 

2. Sampel 
Sampel penelitian diambil sebanyak 80 orang yang dijumpai pada saat 
mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Makassar 

3. Teknik Sampling 
Teknik sampling ditetapkan secara aksidental sampling, yaitu sampel 
ditetapkan berdasarkan masyarakat yang dijumpai pada saat mendapatkan 
pelayanan di  Kantor Kecamatan Makassar ditetapkan  80 orang. 
 

Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara Mendalam. 

Bertujuan untuk memperoleh data dan informasi kualitatif secara langsung 
dari sumber data. Sedangkan teknik wawancara bersifat terbuka dengan tujuan 
agar responden dapat memberikan jawaban dan pandangan seluas-luasnya. Dan 
agar wawancara tetap berada dalam konteks penelitian maka wawancara disertai 
pedoman wawancara (interview-guide) yang dapat berkembang sesuai dengan 
kebutuhan penulisan tesis ini, maka ditentukan informan pada Kantor Kecamatan 
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Makassar  berikut: a. Kepala Dinas, b. Kabag Tata Usaha (midlle management) dan 
c. Kasub Din Kasie 
2. Kuesioner 

Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan daftar 
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dibagikan kepada 
setiap responden untuk diisi atau dijawab. 
3. Dokumentasi. 

Dengan cara mengumpulkan data sekunder (Peraturan perundang-undangan 
dan data relevan. lainnya bagi penelitian ini) yang berfungsi untuk memperkuat 
data primer. 
4. Observasi. 

Guna melengkapi hasil penelitian dan pengumpulan data, maka dilakukan 
observasi kelapangan untuk melakukan pengamatan langsung kepada objek 
penelitian. 

 
Teknik dan Prosedur Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Analisis kuantitatif dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui kuesioner, 
sedangkan data kualitatif dilakukan dari hasil observasi, wawancara, dengan 
melakukan reduksi, sistematisasi, dan menyatakan pemahaman peneliti secara 
interpretative. 

Kemudian jawaban yang berupa tanggapan sampel penelitian ditabulasi 
sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, selanjutnya dikalikan dengan bobot 
yang telah ditentukan dan dijumlahkan sehingga diperoleh total skor jawaban 
responden. Untuk menyimpulkan dipakai cara total skor jawaban responden 
dengan cara membandingkan skor nilai tertinggi pada skala likert. 

Skor tertinggi Skala Likert untuk 100 responden masyarakat adalah 500 
dan skor terendah adalah 100. Untuk lebih jelasnya Skala Likert, terlihat pada 
Gambar 2. 
                                   STS            TS               KS        S                 SS 

1-----------1--------------1--------------1--------------1--- --------1 
                  200            299               300             399             400            500 

Gambar  Skala likert 
Interprestasi skor dilakukan dengan rumus: IS = S/ST X 100 %. Dimana:  IS = 
interprestasi skore, S   = shor, ST  = skor tertinggi 

Kriteria interprestasi yang digunakan adalah sebagai berikut: 0 %     -  20 % 
 = Tidak memuaskan, 21 %  -   40 % = Kurang memuaskan, 41 %  -   60 %= 
Cukup memuaskan, 61%   -   80 %= Memuaskan 81 %  -  100 %= Sangat 
Memuaskan 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif data diperoleh secara langsung 
dari responden dengan metode survey. Populasi penelitian terdiri atas unit kerja 
Kantor Kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 Kecamatan. Penentuan sampel 
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melalui dua tahap, yakni pertama dilakukan sampling wilayah dengan menetapkan 
kantor kecamatan beserta kantor kelurahan didalam wilayahnya yang dijadikan 
sebagai lokasi penelitian. Responden penelitian ditentukan secara proporsional 
yakni terdapat keterwakilan jumlah sampel sebanyak 50% dari populasi dengan 
demikian jumlah kecamatan yang diambil sebagai sampel sebanyak 7 kecamatan. 
Untuk memilih 7 kecamatan tersebut ditetapkan (criteria berdasarkan letak 
wilayah kecamatan yaitu kecamatan yang berada pada pusat kota, dan kecamatan 
yang berada pada pinggiran kota. 

Setelah ditentukan sampel wilayah kemudian dilakukan sampling individu 
yang dijadikan responden yaitu masing-masing seluruh Camat aparat kecamatan, 
dan masyarakat Penentuan jumlah sampel dilakukan secara sengaja yakni 
sebanyak 80 orang yang diperoleh secara acak sesederhana. 

Data penelitian diperoleh dari kuesioner, wawancara, dan observasi. 
Selanjutnya data yang telah terkumpul diolah melalui tabulasi frekuensi dan 
pemberian bobot persentase. Dalam memberikan bobot untuk mengetahui 
pentingnya revitalisasi digunakan pengukuran dengan menggunakan skala 
interval sebagai berikut: apabila mencapai skor 3,25%-4,0% (revitalisasi sangat 
penting), nilai skor 2,50%-3,24% (revitalisasi penting), nilai  skor l,75%-2,40%     
(revitalisasi   kurang penting), dan nilai skor 1.00%-1,74% (revitalisasi tidak 
penting). Selanjutnya penjelasan hasil penelitian diuraikan secara naratif dengan 
menggunakan penjelasan-penjelasan secara kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kota Makassar secara administratif berada dalam wilayah Propinsi 

Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan 
propinsi, sentra bisnis, dan pendidikan, sehingga wilayah ini sering disebut sebagai 
pintu gerbang Indonesia Timur. Kota Makassar memiliki wilayah seluas 175,77 
Km2 atau 9,28 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki 14 
buah kecamatan dan 143 kelurahan. Data statistik tahun 2005 (Makassar dalam 
angka), penduduk kota ini tercatat sebanyak 1.193.434 jiwa. 

Kedudukan Camat di Kota Makassar sangat bergantung pada kewenangan 
yang diberikan oleh Walikota/Bupati. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 pada pasal 126 ayat 3 telah diatur mengenai tugas camat dalam 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi tugas: (1) 
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) mengkoordinasikan 
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (3) 
mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 
(4) mengkoordinasikan pemeliharaan    prasarana    dan    fasilitas    pelayanan    
umum;    (5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat kecamatan; (6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 
kelurahan; (7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan desa dan kelurahan. 
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Ketentuan yang diatur dalam pasal 126 ayat 3 tersebut khususnya di Kota 
Makassar telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2005 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dalam 
Daerah Kota Makassar. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang tugas camat 
dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, 
kesejahteraan sosial, serta ketentraman dan ketertiban. Selain tugas-tugas 
tersebut juga dilaksanakan tugas pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan 
dan pelayanan administrasi publik, serta tugas-tugas pelaksanaan pelayanan 
teknis administratif kesekretariatan. 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 29 tahun 2005 menunjukkan 
tugas-tugas camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan belum 
dijabarkan secara detail, karena tugas-tugas ini masih perlu penjabaran dalam 
bentuk peraturan Walikota. Oleh karena itu kewenangan yang diberikan kepada 
Camat dalam menyelenggarakan tugas-tugas pokok sebagaimana ditetapkan 
dalam Perda tersebut dapat saja berubah setiap saat yang disesuaikan dengan 
kebutuhan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang harus 
dilaksanakan oleh pemerintah pada tingkat kecamatan. 

 
Revitalisasi Fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Ada tiga aspek yang dikaji dalam penelitian ini yaitu 1) pelaksanaan fungsi 
camat dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, 2) penyerahan 
kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 3) pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan. 

Revitalisasi fungsi camat pada dasarnya adalah peningkatan atau perluasan 
peran dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan 
masyarakat dan pemberian pelayanan secara langsung kepada warga masyarakat 
(Glendy Harris Manumbalang dkk, 2020) 

 . Di Kota Makassar sendiri revitalisasi ini perlu dilakukan mengingat 
besarnya beban kerja yang dilaksanakan oleh walikota. Sebagaimana terlihat pada 
beberapa persoalan yang terkait dengan pengelolaan perkotaan hampir semua 
menjadi beban walikota. oleh sebab itu supaya dengan pemberian kewenangan 
yang jelas kepada camat selaku aparat pembantu walikota dalam penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan, maka diharapkan tugas-tugas walikota selaku pemimpin 
wilayah/kota dapat lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat strategis. Begitu 
peran camat sebagai kepala wilayah kecamatan dapat lebih optimal terutama 
dalam pemberian pelayanan, karena instansi yang dipimpinnya merupakan ujung 
tombak (front liner) setelah instansi kelurahan. 

Hasil penelitian menunjukkan untuk subvariabel pelaksanaan fungsi camat 
dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, meliputi  beberapa 
indikator yaitu peningkatan  peran  camat dalam mengkoordinasikan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, pada indikator ini kategori penilaian responden 
mencapai skor 2,6% yang berarti bahwa penting untuk dilakukan revitalisasi, 
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peningkatan fungsi camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan   
ketentraman   dan   ketertiban memperoleh nilai skor 2,4 atau berada pada 
kategori revitalisasi kurang penting, sedangkan mengenai peningkatan peran dan 
fungsi camat dalam mengkoordinasikan   kegiatan   penerapan   dan   penegakan   
peraturan perundang-undangan mencapai nilai skor 2,9 yang berarti revitalisasi 
dianggap penting. Pada indikator yang lain yakni peningkatan peran dan fungsi 
camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum menunjukkan skor yang dicapai senilai 2,8% yang   berarti   untuk   kegiatan   
camat   ini   dianggap   penting   untuk direvitalisasi. Sementara peningkatan peran 
dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan   kegiatan   pemerintahan   di   tingkat   
kecamatan memperoleh nilai skor 2,8%, hal ini berarti untuk fungsi ini sangat 
penting dilakukan revitalisasi. 

Pada subvariabel penyerahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan 
terdiri atas tiga indikator yang dijadikan sebagai parameter untuk mengukur 
sejauhmana pentingnya dilakukan revitalisasi, masing-masing indikator tersebut 
adalah mengenai pemberian kewenangan yang luas kepada camat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, dari skor penilaian yang diperoleh mencapai 2,9% 
yang berarti fungsi ini penting dilakukan revitalisasi, sedangkan mengenai 
perluasan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan 
capaian skor mendapat nilai 3,0% hal ini berarti revitalisasi dianggap penting. 
Sementara pada indikator mengenai kemampuan camat dalam melaksanakan 
tugas pemerintahan mencapai skor 2,9% atau dapat dikatakan juga penting 
dilakukan revitalisasi. 

Terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh camat selaku kepala 
wilayah pemerintahan pada tingkat kecamatan, salah satu fungsi yang 
dilaksanakan adalah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 
kecamatan. Sebagaimana diketahui terdapat beberapa instansi baik instansi 
pemerintah otonom maupun instansi pemerintah yang vertikal dari pusat selalu 
atau berada dibawah koordinasi camat dalam pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, maupun dalam pemberian pelayanan 
kepada masyarakat. Instansi tersebut diantaranya instansi kelurahan, kantor 
urusan agama, Puskesmas, instansi pendidikan dan sebagainya (Gunawan 2014). 

Ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai parameter untuk mengukur 
pentingnya revitalisasi fungsi camat dalam pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan pada tingkat kecamatan yaitu: pembinaan pengelolaan administrasi 
kelurahan, dari penilaian responden pada indikator ini diperoleh skor nilai sebesar 
2,8% yang berarti revitalisasi dinilai penting, sedangkan pada indikator 
pentingnya fungsi camat dalam pembinaan aparat kelurahan diperoleh nilai skor 
sebesar 2,4% atau revitalisasi tidak dianggap penting. Terkait dengan indikator ini 
karena tugas-tugas pembinaan aparat kelurahan dilakukan langsung oleh para 
lurah selaku pimpinan pada instansinya masing-masing, dan apa yang dilakukan 
oleh para lurah dalam pembinaan personil nya dinilai sudah terlaksana dengan 
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baik, sehingga fungsi camat dalam hal ini hanya melakukan pengawasan. 
Sedangkan fungsi camat dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan pada tingkat 
kelurahan dari skor nilai yang diperoleh mencapai 2,5% ini berarti fungsi ini perlu 
ditingkatkan dengan kata lain fungsi camat dalam hal ini penting di revitalisasi. 

Berdasarkan penilaian responden terhadap ketiga subvariabel penelitian 
dan indikator didalamnya menunjukkan skor rata-rata pada ketiga fungsi dan 
peran camat sebagaimana disebutkan di atas semuanya perlu dilakukan 
revitalisasi dan diantara fungsi tersebut yang tertinggi skor penilaian responden 
mengenai pentingnya revitalisasi adalah pada subvariabel penyerahan 
kewenangan  penyelenggaraan  pemerintahan dengan skor 2,9%, kemudian yang 
kedua adalah pelaksanaan fungsi pengkoordinasian   sebesar   2,7%   dan   
terendah   adalah   pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat 
kelurahan dengan skor yang dicapai sebesar 2,6%. Faktor-faktor Menghambat 
Revitalisasi Fungsi Camat 

Efektivitas pelaksanaan fungsi Camat dalam melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam kerangka otonomi 
daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal yaitu kondisi 
yang ada pada institusi kecamatan seperti kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun kemampuan dari camat itu 
sendiri selaku pimpinan perangkat   pemerintahan   di   wilayah   kecamatan,   dan   
ketersediaan anggaran. Sedangkan kondisi yang bersifat eksternal adalah 
peraturan yang berkaitan dengan pemberian kewenangan yang menjadi tugas 
Camat, kerjasama antar instansi perangkat daerah. dan partisipasi masyarakat 
dalam mendukung program-program instansi yang dilaksanakan oleh Camat. 

Faktor-faktor yang diidentifikasi dalam kajian ini berkaitan dengan 
pentingnya revitalisasi fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
hanya faktor yang bersifat menghambat atau yang menjadi kendala dalam 
pelaksanaan tugas camat, faktor tersebut adalah: pertama, faktor kuantitas dan 
kualitas aparat (SDM) salah satu aspek yang mendorong efektifitas 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pemberdayaan 
masyarakat pada tataran kecamatan termasuk didalamnya adalah faktor sumber 
daya manusia/aparat pemerintah. Seperti diketahui peranan aparat pemerintah 
sebagai motivator dan dinamisator masyarakat dalam melaksanakan 
pembangunan khususnya masih sangat besa, sehingga aparat pemerintah yang 
bekerja di wilayah ini dituntut memiliki kemampuan yang lebih luas dalam segala 
bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayahnya. 
Ketersediaan aparat pemerintah Kecamatan yang ada di Kota Makassar baik dilihat 
dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 

Sumber day a manusia memainkan peran penting dalam organisasi. Peran 
inilah yang akan membawa misi organisasi sampai pada tempat tujuannya. Karena 
sangat pentingnya sumber daya manusia, maka setiap organisasi tidak dapat 
mengabaikan bagaimana sumber daya manusia berkiprah dalam menjalankan 
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aktifitas organisasi. Karena sumber daya manusialah yang menjadi penggerak 
dalam suatu organisasi atau institusi. Hal senada dinyatakan oleh Simamora 
(2001:2): “Arti penting upaya-upaya sumber daya manusia adalah bermuara dari 
kenyataan bahwa orang-orang (manusia) merupakan elemen yang selalu ada di 
dalam organisasi. Mereka membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan-
tujuan -organisasi.” 

Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor penting dan 
penentu dalam pencapaian tujuan organisasi diantara semua elemen-elemen 
pokok dalam organisasi Pemerintah, bahkan fasilitas kerja yang ada, tidak akan 
ada gunanya bila sumber daya manusia tidak diberdayakan. Karena begitu 
pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi kita akan mencoba 
menelusuri beberapa pengertian sumber daya manusia menurut beberapa ahli 
manajemen sumber daya manusia. 

Sedangkan menurut Martoyo (2000:8) bahwa : "Sumber daya manusia pada 
dasarnya partner dari alam yang berada di luar diri mereka dan sekaligus daripada 
kultur, yakni hasil perubahan menyeluruh yang disebabkan oleh manusia itu 
sendiri". Menurutnya bahwa sumber daya manusia dipandang sebagai satu sisi 
sumberdaya organisasi yang terpisah dengan sumber daya lainnya dalam rangka 
mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam. Dengan merujuk pengertian 
sumber daya manusia di atas dapat dinyatakan bahwa selain sumber daya manusia 
tentu saja ada sumber daya alam yang dimanfaatkan / diolah oleh sumber daya 
manusia itu sendiri.  

Selanjutnya Nawawi (2000:40) juga telah menyatakan bahwa: Sumber daya 
manusia merupakan aset dan berfungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis, 
dimana aset tersebut dapat diwujudkan dalam potensi yang nyata. Oleh karena itu, 
aspek manusia dalam suatu organisasi menjadi sangat penting untuk 
mengimplementasikan misi dan langkah-langkah strategis organisasi. Sehingga 
kinerja sumber daya manusia sendiri menjadi meningkat dimana hal ini akan 
berdampak meningkatkan kinerja organisasi untuk mencapai profitabilitas yang 
tinggi.  

Dalam kehidupan organisasi baik yang berorientasi profit maupun nonprofit 
telah membuktikan bahwa masalah sumber daya manusia adalah persoalan yang 
mendasar sebagai aset atau modal organisasi dalam menjalankan misi dan 
tujuannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa setiap organisasi mengharuskan 
untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal untuk 
mengimplementasikan langkah-langkah strategisnya.  

Martoyo (2000:5) menyatakan bahwa: Sumber daya manusia merupakan 
aset pembangunan, dalam hal ini konteksnya dalam organisasi negara dimana 
sumber daya manusia ini harus dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan. 
Dengan demikian berbagai keahlian, keterampilan, dan kesempatan harus 
dibekalkan kepada sumber daya manusia sebagai kemampuan biologis dan 
rohaninya. 
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Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sumber daya manusia 
merupakan sumber daya yang memiliki aspek manusia sebagai sumber daya di 
luar dari sumber daya lainnya (alam, finansial) yang memiliki potensi sebagai aset 
atau modal organisasi dalam mewujudkan eksistensinya yang dapat dimanfaatkan 
dalam menjalankan misi dan langkah strategis organisasi. 

Sementara itu Dessler (1997:2) menyatakan bahwa : "Kebijakan dan 
praktek yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek "orang" atau 
sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, 
penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan penilaian." 

Dari beragam defenisi manajemen sumber daya manusia yang 
dikemukakan para penulis di atas dapat dikemukakan kesimpulan bahwa 
manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan 
dan peran manusia sebagai sumber daya organisasi dengan menjalankan fungsi 
manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan) dan 
diwujudkan dalam kebijakan dan praktik perekrutan, penjaringan, pelatihan dan 
pengimbalan dan penilaian serta pelepasan untuk mencapai tujuan individu 
maupun organisasi." 

Manajemen sumber daya manusia memiliki peran nyata dalam rangka 
menjalankan misi untuk mencapai tujuan organisasi. Peran nyata manajemen 
sumber daya manusia dalam organisasi dapat ditunjukkan dengan masih eksisnya 
organisasi itu sendiri. Menurut Hasibuan (1997:14-15) bahwa manajemen sumber 
daya manusia memiliki peran sebagai berikut. 

Bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran dalam mengatur 
dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah berikut 
ini: . 
a. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, 
job requirement, dan job evaluation. 

b. Menetapkan penarikan, seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan azas 
the right man in the right place and the right man in the right job. 

c. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan 
pemberhentian. 

d. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia yang akan 
datang. 

e. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 
perusahaan pada khususnya. 

f. Memonitor dengan cermat Undang-Undang Perburuhan dan kebijaksanaan 
pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

g. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 
h. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 
i. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal,  
j. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonya. 
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Karena sangat kompleksnya peran sumber daya manusia, maka Hasibuan 
(1997:15) merinci dalam sepuluh poin cakupan yang cukup luas. Pandangan yang 
beda dirinci dalam Dessler (1997:24-25) yang pada garis besarnya adalah sebagai 
berikut: 
a. Peran manajemen sumber daya manusia sebagai mitra strategis. Peran awal 

dari manajemen sumber daya manusia hanya memandang sumber daya 
manusia sebagai staf atau berfungsi sebagai kepenasihatan yang menjalankan 
tugas-tugas personalia. Peran kedua yang lebih maju dikemukakan bahwa 
manajemen sumber daya manusia itu mitra sejajar dalam proses perencanaan 
strategis, menurut pandangan ini manajemen sumber daya manusia harus 
menjadi mitra sejajar, baik dalam formulasi dan implementasi dari strategi 
bersaing dan mencakup seluruh organisasi perusahaan. 

b. Peran manajemen sumber daya manusia dalam perumusan strategi. Dalam hal 
ini manajemen sumber daya manusia memiliki peran : 
1) Pengamatan   lingkungan   (environmental   scanning)   dengan   kata   lain 

mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. 
2) Manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu posisi unik untuk 

memasok intelegensi bersaing yang mungkin bermanfaat dalam proses 
perencanaan strategis. 

3) Peran ketiga manajemen sumber daya manusia adalah ikut berpartisipasi 
dalam proses formulasi strategi dengan mensuplay informasi sehubungan 
dengan kekuatan dan kelemahan intern perusahaan. 

4) Peran manajemen sumber daya manusia dalam strategi pelaksanaan. 
5) Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam 

eksekusi atau implementasi yang berhasil dari sebuah rencana strategik 
perusahaan 

6) Manajemen sumber daya manusia mendukung implementasi strategik 
dalam sejumlah cara yang lain untuk karyawan yang dilepaskan 
(outplacing), melembagakan rencana pembayaran kinerja, mengurangi 
biaya pemeliharaan kesehatan, dan melatih karyawan. 
Dalam dunia global yang semakin bersaing, manajemen sumber daya 

manusia melembagakan praktik sumber daya manusia yang membangun 
komitmen 

Hasil penelitian menunjukkan tentang kecukupan sumber daya manusia 
aparat yang ada pada instansi kecamatan di Kota Makassar memperlihatkan skor 
yang rendah sebesar 1,9. Dengan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa dari segi 
kuantitas jumlah aparat yang bertugas di instansi kecamatan masih kurang jika 
dibandingkan dengan volume tugas yang menjadi beban aparat pemerintah pada 
tingkat kecamatan. 

Penilaian responden tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah 
seorang responden yang diwawancarai maupun hasil pengamatan yang tampak 
dimana jumlah aparat belum mencukupi kebutuhan. Keadaan ini terlihat pada 
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formasi jabatan yang tersedia pada beberapa kantor kecamatan belum terisi 
semuanya. Misalnya jumlah jabatan struktural yang tersedia di kecamatan 
sebanyak jabatan namun dari jumlah tersebut belum semua terisi baik pejabat 
struktural maupun staf operasional. 

Selain jumlah formasi jabatan yang belum terisi semua, jumlah pegawai staf 
yang ada pada kantor kecamatan juga sangat terbatas. Masih kurangnya jumlah 
aparat tersebut menyebabkan beberapa tugas-tugas yang dilaksanakan tidak dapat 
mencapai hasil yang optimal. Masih adanya formasi jabatan yang belum terisi 
menyebabkan pegawai yang ada mengerjakan pekerjaan yang melampaui beban 
tugasnya, sehingga kadangkala tugas-tugas yang dilaksanakan menjadi tumpang 
tindih dengan tugas lainnya. 

Akibat daripada terbatasnya jumlah pegawai tersebut menyebabkan 
beberapa urusan pelayanan masyarakat dan urusan pemerintahan umum 
kadangkala menemui kendala, khususnya dalam pelayanan masyarakat seringkali 
terjadi urusan yang semestinya dapat diselesaikan dalam waktu cepat akhirnya 
menjadi lama. 

Dari segi kualitas aparat yang dimiliki oleh instansi kecamatan yang ada 
sekarang ini dilihat dari segi pendidikan pada umumnya pegawai kecamatan 
memiliki tingkat pendidikan pada tingkat menengah ke bawah, sementara yang 
berpendidikan setingkat sarjana masih kurang, pada beberapa kantor kecamatan 
ditemukan jumlah pegawai yang berpendidikan setingkat sarjana paling banyak 
dua orang, dan pegawai lainnya berpendidikan setingkat SLTA bahkan masih ada 
yang berpendidikan setingkat SLIP. 

Faktor lainnya yang membuat kualitas aparat yang ada pada kantor 
kecamatan dinilai rendah adalah terbatasnya mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
terutama pendidikan teknis dan fungsional. Padahal seperti diketahui melalui 
diklat teknis atau fungsional tersebut menjadi dasar penunjang bagi pegawai 
dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat kecamatan. 

Kedua, selain aspek sumber cava manusia/aparat yang menjadi 
penghambat dalam revitalisasi fungsi Camat. faktor lain yang terlihat adalah 
ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor prasarana dan fasilitas yang dimiliki 
oleh sebuah kantor merupakan faktor pendukung yang cukup berpengaruh 
terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab setiap 
instansi. Seperti halnya pada kantor kecamatan yang ada di Kota Makassar, dari 
penilaian responden yang diwawancarai dikatakan bahwa prasarana dan fasilitas 
penunjang administrasi perkantoran belum memadai seperti komputer/mesin 
perkantoran lainnya, dan peralatan mobile kantor. 

Prasarana lainnya yang dinilai kurang adalah fasilitas kendaraan 
operasional yang dapat digunakan oleh staf kecamatan dalam melaksanakan tugas-
tugas khususnya memberikan pelayanan berupa pembinaan kepada instansi 
pemerintahan kelurahan. Sekalipun Camat memiliki kendaraan mobil dinas tetapi 
hal ini penggunaannya sangat terbatas karena Camat juga menggunakan untuk 
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keperluan kedinasan seperti menghadiri pertemuan-pertemuan yang 
diselenggarakan oleh Walikota atau menghadiri rapat dengan instansi lainnya. 
Selain itu prasarana lainnya yang kurang adalah peralatan komunikasi, alat 
komunikasi ini penting karena dapat digunakan untuk kepentingan tugas-tugas 
koordinasi terutama dengan pemerintah desa dan kelurahan. 

Ketiga, faktor dukungan anggaran, anggaran merupakan faktor yang sangat 
urgen dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan. Pengalokasian 
anggaran yang diberikan kepada kantor kecamatan disesuaikan dengan usulan 
anggaran yang diajukan oleh Camat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 
operasional. Selain itu kecamatan diberikan bantuan dana operasional untuk 
kegiatan rutin. 

Mengenai ketersediaan anggaran operasional di kantor kecamatan 
menunjukkan skor yang dicapai adalah 2,0 yang berarti secara rata-rata penilaian 
responden mengenai ketersediaan anggaran di kantor kecamatan dinilai kurang 
atau tidak mencukupi. Penilaian dari keseluruhan responden tersebut sejalan 
dengan pernyataan salah seorang informan yang menilai bahwa alokasi anggaran 
operasional yang diberikan kepada Camat sangat tidak memadai, jika 
dibandingkan dengan beban tugas camat. Sebagai contoh biaya untuk melakukan 
kegiatan koordinasi pelaksanaan pemerintahan ke kelurahan dibutuhkan biaya 
yang tidak sedikit, begitu juga anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan 
pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan 
serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. 

Keempat, efektifnya pelaksanaan fungsi Camat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka 
otonomi daerah sangat bergantung pada kewenangan yang diberikan Walikota 
kepada Camat yang dituangkan secara jelas dalam Keputusan Walikota. 

Peraturan berkaitan dengan pemberian sebagian kewenangan Walikota 
kepada Camat yang ada di Kota Makassar sampai saat ini belum ada, sehingga 
pelaksanaan tugas Camat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan. Sedangkan 
Keputusan Walikota yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan 
belum menunjukkan tugas-tugas yang jeias yang menjadi kewenangan Camat, 
sehingga hal itu menyulitkan Camat dalam membuat keputusan-keputusan. 

Sesuai dengan kondisi tersebut, maka selama ini menjadi hambatan bagi 
camat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam kerangka otonomi 
daerah yang semestinya sudah dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana yang 
diutarakan oleh salah seorang responden yang menjabat sebagai Camat di salah 
satu kecamatan di daerah ini dikatakan bahwa kewenangan camat dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan sekarang ini belum jelas karena 
kewenangan tersebut belum diserahkan, tidak jelasnya delegation of authority 
tersebut berdampak kepada operasionalisasi kegiatan di lapangan menjadi mandul 
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dan cenderung tidak sah, bahkan kadangkala wibawa Camat selaku kepala 
pemerintahan pada tingkat kecamatan menjadi berkurang. 

Apa yang dikemukakan oleh salah seorang camat tersebut, juga dialami oleh 
pimpinan kecamatan lainnya. Terjadinya situasi seperti itu secara nyata 
berdampak pada kreatifitas Camat dalam melaksanakan tugasnya menjadi lemah, 
dan tampak adanya keragu-raguan camat dalam bertindak atau membuat 
keputusan-keputusan strategis berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala wilayah 
pemerintahan di kecamatan. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi 

fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar dilihat pada 
fungsi pengkoordinasian kegiatan pemerintahan perlu atau penting dilakukan 
revitalisasi, fungsi camat dalam kewenangan penyelenggaraan pemerintahan 
penting dilakukan revitalisasi, dan fungsi camat dalam pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan juga penting dilakukan revitalisasi. 

Beberapa faktor yang menghambat peningkatan peran dan fungsi Camat 
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar diantaranya adalah faktor 
sumber daya manusia yang meliputi dari segi kuantitas atau ketersediaan jumlah 
tenaga yang dibutuhkan masih kurang dan dari segi kualitas juga masih rendah, 
Faktor penghambat lainnya adalah ketersediaan sarana dan fasilitas perkantoran 
yang kurang memadai, sarana transportasi aparat yang kurang, dan fasilitas 
komunikasi. Selain itu dukungan anggaran yang diberikan kepada instansi 
kecamatan (Carnal) masih terbatas, dan faktor ketersediaan peraturan berupa 
peraturan walikota yang mengatur tugas dan fungsi Camat belum menunjukkan 
adanya garis kewenangan yang jelas dimana Camat dapat mengambil keputusan. 

Upaya untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan fungsi Camat untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota 
Makassar perlu dilakukan revitalisasi fungsi Camat melalui penerbitan Keputusan 
Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan, Perlu penambahan dan 
perluasan kewenangan Camat terutama dalam pemberian pelayanan kepada 
masyarakat, perlu dilengkapi prasarana dan fasilitas penunjang terdiri atas 
fasilitas administrasi perkantoran, peralatan komunikasi, dan kendaraan 
operasional untuk staf, personil atau aparat yang ada pada kantor kecamatan perlu 
ditambah jumlahnya dan perlu ditingkatkan kemampuan kerjanya melalui 
pelaksanaan pendidikan teknis dan fungsional, maupun peningkatan jenjang atau 
strata pendidikan formal. Alokasi anggaran operasionai kecamatan perlu 
ditambah, dan instansi kecamatan perlu diberi kesempatan untuk memungut biaya 
pelayanan kepada masyarakat yang sesuai. 
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